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ABSTRAK 

 

Dunia perbankan merupakan sautu industri yang menjadi komponen 

penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan 

perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran 

uang dan bank memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan 

perekonomian nasional, namun pada kenyataannya menjalankan usaha 

perbankan tidaklah semudah yang dibayangkan karena ada cukup banyak 

bank yang mengalami masalah dan harus di tetapkan sebagai bank gagal. 

Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini adalah 

tanggung-jawab direksi pada bank gagal dan proses likuidasi bank gagal. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang 

berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada. Spesifikasi penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif. Metode pengumpuan data dilakukan 

penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisis 

data menggunakan normatif kualitatif. 

Direksi adalah organ yang melakukan pengurusan perusahaan/bank. 

Direksi berhak untuk mewakili perusahaan dengan batasan-batasan yang 

telah ditetapkan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Direksi dapat 

diminta pertanggung-jawabannya secara pribadi jika dalam terjadinya bank 

gagal itu terjadi karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan direksi dan 

hartaperusahaan tidak cukup untuk membayar hutang para kreditor, namun 

direksi dapat menolak bertanggung jawab atas kerugian perseroan jika 

memenuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang. 

Proses likuidasi bank gagal dilakukan oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab dalam 

proses likuidasi bank gagal dan penjaminan dana nasabah hingga titik batas 

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


